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BAB II 
TEORI  DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Mulyani (2017) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal, Ukuran 
Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue, dan Pendapatan Asli 
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  (Kabupaten dan Kota Di Provinsi 
Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). Hasil dari penelitian tersebut bahwa 
variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 
Sedangkan Variabel intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah 
dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 
Andirfa (2016) meneliti tentang  Pengaruh Belanja Modal, Dana 
Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 
Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Hasil penelitian bahwa Belanja 
Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara 
simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil 
pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh 
negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan Pendapatan Asli 
Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 
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Nisa (2018) meneliti tentang Pengaruh Intergovernmental Revenue, 
Kemakmuran, dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah di Indonesia. Hasil peneilitian ini bahwa variabel 
intergovermental revenue dan ukuran pemerintah mempengaruhi kinerja 
keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan variable 
kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia. 
Sari (2016) meneliti tentang  Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, 
Pad, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif Terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota 
Pulau Sumatra). Hasil penelitian ini bahwa ukuran pemerintah daerah, 
pendapatan daerah dan saldo dana adalah faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Leverage dan ukuran legislatif tidak 
berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
B. Teori dan Kajian Pustaka  
1. Teori Keagenan ( Agency Theory) 
 Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan 
merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat 
pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 
Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk 
memaksimalkan keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain 
dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka 
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sendiri. Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan 
kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau 
kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen).  
Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni 
antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). 
Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut popular dikenal sebagai teori 
keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks 
manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis. Teori yang menjelaskan 
hubungan prisipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, 
teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. (Mulyani, 2017).  
Teori keagenan dapat diterapkan juga pada sektor publik, di dalam 
negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat 
dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap 
pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung 
jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah 
dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. 
Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat 
dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun 
anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat. Ssetelah adanya 
pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan 
berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus 
mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. 
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Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara 
legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislatif adalah 
principal (Halim, 2007). 
2. Kinerja Keuangan Daerah  
 Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil 
dalam kerja dalam suatu bidang keuangan daerah yang meliputi 
penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan indikator keuangan 
yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau perundang-undangan selama 
periode anggaran (Mulyani, 2017). Dalam Undang-Undang 32 Tahun 
2004 adalah semua hak kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang 
dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan 
milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan 
atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai 
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 
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mengartikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubngan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 
elemen utama, yaitu:  ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan, 
dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah 
pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau  
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin 
besar output  disbanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 
organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk 
kabupaten dan kota digunakan dengan rumus  efisiensi dan diukur dengan 
rasio output dengan input, (Andirfa et al, 2016). Rasio Efisiensi, Kinerja 
merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam  
mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006) dalam 
(Andirfa et al, 2016). 
3. Belanja Modal  
 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset 
dan/atau menambah nilai aset tetap/ aset lainnya yang memberi manfaat 
lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi 
aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dari pengertian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal adalah 
pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap 
atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapka 
pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 belanja 
modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 
satu tahu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan 
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 
pemeliharaan pada kelompok belanja adminitrasi umum. 
Belanja  Modal  merupakan    belanja  pemerintah  daerah  yang  
manfaatnya melebihi  satu  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  
kekayaan    daerah    dan  selanjutnya  akan menambah  belanja  yang  
bersifat  rutin  seperti biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja 
administrasi  umum.  Kelompok  belanja  ini mencakup  jenis  belanja    
baik    untuk    bagian  belanja    aparatur    daerah   maupun    pelayanan 
publik (Mardiasmo, 2009).  
Sedangkan  menurut  Halim  (2004:73), Belanja  Modal merupakan 
belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran 
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan 
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada 
kelompok belanja administrasi umum. 
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4. Ukuran Pemerintah Daerah 
 Kusuma (2017) menyatakan bahwa ukuran adalah suatu tolok ukur 
atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu. 
Suatu organisasi juga bisa diketahui besarnya melalui ukuran organisasi 
tersebut. Ukuran suatu organisasi dapat kita ketahui dari sudut pandang 
fisik maupun non fisiknya. Jika dihubungkan dengan konteks pengukuran 
kinerja, maka suatu organisasi tidak bisa diukur dari fisiknya, melainkan 
harus diukur dari non fisiknya. Demikian juga pengukuran untuk 
mengukur suatu pemerintah daerah. 
Indikator yang digunakan untuk ukuran pemerintah daerah yaitu 
total Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penduduk. Besarnya nilai  
total Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penduduk, maka pemerintah 
dapat  terlaksana melalui program pelayanan dan kegiatan yang banyak 
terhadap masyarakat sehingga kinerja pemerintah provinsi menjadi baik, 
(Kuwumawardana, 2012). 
5. Intergovernmental Revenue 
 Dana perimbangan sesuai UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 
terdiri dari Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan disebut juga transfer dilakukan 
oleh pemerintah pusat guna mendukung pendanaan program otonomi daerah. 
Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai 
kewenangannya serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan 
pendanaan pemerintahan antar daerah, (Sari, 2016). 
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Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu suatu 
daerah dalam mendanai pembangunan dan juga bertujuan untuk 
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat 
dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia 
terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah. Apabila realisasi 
belanja daerah  lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan 
terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk  menutup kekurangan belanja 
daerah maka pemerintah pusat menstranfer dana dalam bentuk  Dana 
Perimbangan kepada pemerintah daerah, (Andirfa, 2016). 
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber 
keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang 
terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang asli 
digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam 
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil 
ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmoro, 2002).  
Pendapatan Asli Daerah adalah sejumlah nilai uang yang diterima 
dari masyarakat sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun 
kalender, guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik 
pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan  
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, (Andirfa et al, 2016). 
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C. Perumusan Hipotesis 
1. Pengaruh Belanja Modal terhadap  Kinerja Keuangan Daerah. 
Belanja modal merupakan keseluruhan pengeluaran pemerintah 
daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang masa 
manfaatnya lebih dari satu periode atau satu tahun. Besarnya belanja 
modal menggambarkan besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang 
digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana bagi masyarakat 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan 
berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mulyani, 
2017).  
Semakin meningkatnya  alokasi  belanja  modal,  maka semakin  
tinggi  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 
Belanja modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  
rangka  memberikan  palayanan kepada  masyarakat  yang manfaatnya  
baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapatdirasakan oleh 
masyarakat. Dengan  tersedianya infrastruktur  yang  baik  dapat  
menciptakan efisiensi  diberbagai  sektor  dan  produktivitas masyarakat  
menjadi  semakin  tinggi  dan  pada gilirannya  dapat  terjadi peningkatan 
pertumbuhan kesejahteraan, (Andirfa et al, 2016). Berdasarkan uraian 
tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H1: Belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
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2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja 
Keuangan daerah. 
Pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki tekanan yang 
besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Dengan 
demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut 
untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah 
yang kecil ukurannya. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga 
akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah 
sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). 
Sudarsana  (2013)  menjelaskan bahwa  tujuan  utama  dari  
pemerintah daerah  adalah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  untuk  
masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sumberdaya  dan  fasilitas  yang 
memadai  untuk memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dengan  
demikian  semakin  besar  ukuran  daerah  yang  ditandai dengan  besarnya  
jumlah  penduduk,  maka  diharapkan  akan  semakin  tinggi kenerja 
Pemda  tersebut. Sehingga ukuran pemerintah yang besar maka kinerja 
keuangan semakin tinggi yang diukur dengan rasio efisiensi 
Ukuran pemerintah daerah dapat didasarkan jumlah penduduk 
sehingga kebutuhan anggaran untuk jumlah penduduk yang sedikit akan 
berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduk besar sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan, (Nisa, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, 
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
20 
 
 
 
H2: Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
3. Pengaruh Intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan 
daerah. 
Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada 
pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk 
menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer 
dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah, (Sari, 
2016). 
Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaanya oleh 
pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka 
pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan 
akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam 
melaksanakan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber 
keuangannya berasal dari pihak eksternal. Semakin besar dana 
perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat 
sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin 
berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya (Mulyani, 2017). 
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Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan. 
Dalam mengukur intergovernmental revenue proksi yang digunakan sama 
dengan penelitian (Patrick, 2007) dalam (Sunardi, 2016). Berdasarkan 
uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H3: Intergovermentalrevenue berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. 
Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 
penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut 
Undang-Undang No 33/2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah didefisinisikan 
sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja 
keuangan suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui tingkat 
kemandiriannya dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan yang 
berasal dari daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan 
kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dari tahun ke 
tahun dan mampu membiayai jalannya Pemerintahan daerah diharapkan 
mampu meningkatkan kemandirian daerah. 
Julitawati (2012) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah 
dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi 
perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Disamping itu semakin 
besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan 
semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. 
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Sektor pendapatan daerah memegang peranan  yang  sangat  
penting,  karena melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh mana  suatu 
daerah  dapat  membiayai  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  
daerahnya  sendiri. Pemerintah dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah 
melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur  yang  
telah  dibangun  untuk  pelayan  publik  yang  bersumber  dari  dana  yang 
telah  dialokasikan  dalam  bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  
APBD.  Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu 
pertumbuhan kinerja keuangannya (Darwanis, 2014). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut : 
H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
4. Kerangka Konseptual 
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